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ABSTRAK

Ahmad Yani Husain 04020190337: Dengan Judul: “Tinjauan
Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha terhadap Perjanjian
Pembelian Rumah (Studi Putusan Nomor:344/Pdt.G/2021/PN.Mks)”
dibawa Bimbingan Bapak (Muhammad Ilyas) sebagai ketua pembimbing
dan dan Bapak (Muh. Fachri Said) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum
tentang perbuatan melawan hukum pelaku usaha terhadap perjanjian
pembelian rumah Studi Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PN.Mks dan
mengetahui serta ingin mengetahui upaya hukum bagi konsumen
terhadap perbuatan melawan hukum pelaku usaha dan jual beli rumabh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan
menggunakan Pendekatan Perundangan-undangan (statute approach),
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa bahan hukum dan
pendekatan konseptual (conseptual Approach) pendekatan ini dilakukan
dengan cara menelaah pandangan daripara ahli hukum serta
pendekatan kasus (case Approach). Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu studi dokumen dan pengamatan/observasi.

Dari penelitian yang dilaksanakan, (1) Penerapan hukum tentang
perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang menganggap bahwa
Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan tidak
menyerahkan sertifikat milik Penggugat yang menjadi objek Agunan KPR
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Perjanjian Kredit
yang telah disepakati Penggugat. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima. (2) Upaya hukum bagi konsumen terhadap perbuatan
hukum pelaku usaha dalam jual beli rumah dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat
diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkhusus juga dalam
perjanjian jual beli rumah.

Rekomendasi penelitian ini (1) Sebaiknya para pihak yang
melakukan perjanjian jika mereka telah sepakat untuk suatu perbuatan
hukum tertentu maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah
pihak sebagai Undang-Undang. (2) Apabila dalam sebuah perjanjian jual
beli terjadi masalah hukum yang sampai merugikan salah satu pihak
seperti pada contoh kasus diatas hendaknya untuk dibawa ke pengadilan
guna mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Pelaku usaha, Perjanjian, Pembelian Rumah.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Rumah sebagai tempat hunian dan berteduh merupakan cita-
cita yang diinginkan oleh setiap manusia baik yang ingin berkeluarga
ataupun tidak. Meskipun hal tersebut melalui berbagai usaha dan
prosedur yang cukup panjang untuk memilikinya. Hingga saat ini
banyak para pelaku usaha yang berinvestasi untuk melakukan
pembangunan rumah dalam bentuk sederhana, real estate, maupun
perumahan nasional dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen

yang menginginkannya.

Beberapa metode pembayaran pembelian rumah dapat
dilakukan secara tunai dan kredit. Untuk metode pembayaran secara
tunai, konsumen cukup menempuh prosedur yang terbilang singkat
yaitu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga rumah
tersebut. Kemudian pelaku usaha mengurus surat-surat kepemilikan
maupun mengganti nama pada akta sesuai atas hama konsumen, lalu
diserahkan kepada konsumen. Maka selesailah transaksi jual beli

dengan metode pembayaran secara tunai.

Metode pembelian secara kredit harus menempu prosedur
hukum yang berbelit belit dan cukup panjang untuk dapat memperoleh

rumah yang diinginkan. Mulai dari melakukan pemesanan rumah,



pembayaran biaya panjar, kemudian membayar cicilan setiap
bulannya sampai dengan jangka waktu cicilan sesuai dengan syarat

yang di sepakati bersama oleh konsumen dan pelaku usaha berakhir.

Di dalam prosedur pembayaran pembelian rumah secara
kredit sering timbul masalah, diantaranya adalah Ketika konsumen
telah melunasi cicilannya kepada pelaku usaha untuk mendapatkan
rumah yang dicita-citakan sebagai impian keluarga, tetapi sampai
bertahun tahun sejak pelunasan sertifikat tak kunjung terbit dan
diterima oleh konsumen. Pada akhirnya rumah yang diimpikan untuk
dijadikan modal kerja usaha keluarga tidak dapat digunakan karena

sertifikat yang belum yang diterima oleh konsumen.

Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha yang seharusnya
bertanggung jawab sering lepas tangan dan tidak peduli karena telah
menerima pelunasan atas pembelian rumah dari pihak Bank pada
saat konsumen melakukan akad kredit dengan pihak Bank yang

memberikan kredit.

Di Indonesia beberapa kasus dimana pihak Bank berani
mengulurkan pinjaman kepada pelaku usaha dengan jaminan yang
tidak jelas. Sehingga akibat ini, diduga sebagai jalinan kerja sama
antara pelaku usaha dengan pihak Bank, yang pada akhirnya kasus-

kasus seperti ini sangat banyak merugikan para pihak konsumen.



Namun, konsumen hanya dapat terus menunggu dan tidak berdaya

memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen pembeli rumah.

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pemilik
perumahan sebenarnya dilandasi dengan perjanjian jual beli, dimana
pihak pelaku usaha sebagai penyedia rumah dan konsumen sebagai
pembeli. Sedangkan Bank sebagai penerima kuasa dari konsumen
merupakan mitra pelaku usaha. Perjanjian kredit Bank merupakan
perjanjian baku, yang di dalamnya mengandung klausula baku yang
seringkali merugikan dan memberatkan pihak konsumen sebagai
nasabah debitur. Perjanjian baku ini dibuat oleh Bank dengan dalil

berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Sebagai upaya perlindungan hukum dari akibat hukum yang
dilakukan pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen,
maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen diatur tentang larangan pencantuman

klausula baku.

Pada dasarnya perjanjian baku tidak dilarang bagi pelaku
usaha yang ingin menerapkan perjanjian dengan konsumen, kecuali
yang merugikan pihak lain atau konsumen. Perjanjian baku yang
isinya tertulis ditetapkan secara sepihak untuk tujuan yang efisien dan

dipersiapkan secara massal sehingga sudah tersedia terlebih dahulu



tanpa dirundingkan bersama konsumen dalam penentuan isi

perjanjian.

Untuk pencantuman klausula baku, pelaku usaha dilarang
menempatkan dalam letak dan bentuk yang sulit terlihat dan tidak
dapat dibaca secara jelas serta pengungkapannya sulit dimengerti.
Seperti diamanahkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan batal demi hukum.

Sementara itu, pengawasan pemerintah yang terbilang lemah
terhadap pelaku usaha sehingga tidak dipatuhinya Undang-Undang
dan peraturan yang membuat kedudukan konsumen Indonesia
semakin terabaikan. Konsumen di Indonesia terpaksa mengalah, jika
berhadapan dengan pelaku usaha, meskipun mendapatkan produk
atau layanan tidak berkualitas. Jika konsumen dirugikan, tidak ada
jaminan bahwa dirinya akan mendapatkan ganti rugi yang memadai
dari kerugian yang dialaminya. Bahkan bisa saja konsumen tidak

mendapatkan ganti rugi sama sekali.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang
kemudian di singkat UUPK, disebutkan pengertian konsumen,
perlindungan konsumen, pelaku usaha, serta cakupan UUPK. Dalam
ketentuan umumnya, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen
adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna

memberi perlindungan pada konsumen.



Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting
yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di
Indonesia, yaitu: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai
sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional
diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis
sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang
memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh
masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK. Lahirnya
Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia,
untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas
transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian

hukum bagi konsumen.

Dengan adanya UUPK ini, maka pelaku usaha dipaksa untuk
lebih  memperhatikan kepentingan konsumen, dengan mengikuti
semua peraturan yang ada. Agar ini berjalan seperti yang diharapkan,
pemerintah pun juga harus melaksanakan penegakan hukum bagi

pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan yang ada.

Seperti yang diamanatkan dalam Al-Quran yang melarang
untuk melakukan perbuatan menyimpang terhadap hal yang

seharusnya menjadi hak orang lain serta menjamin kepastian hukum



yang seadil-adilnya. Hal ini dijelaskan dan diabadikan dalam Al-Quran

surah An Nisa Ayat 58:

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

Adapun Peraturan Presiden (PERPRES) No.50 Tahun 2017
Dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk mendorong
perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan diperlukan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis,
dan terintegrasi.

Berkaitan dari pemaparan singkat tersebut di atas maka peneliti
tertarik berminat untuk penelitian sesuai dengan latar belakang
tersebut di atas, dengan mengkaji lebih lanjut pada judul skiripsi :
“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha terhadap
Perjanjian Pembelian Rumah Studi Putusan Nomor

344/Pdt.G/2021/PN.Mks.”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum tentang perbuatan melawan hukum
pelaku usaha terhadap perjanjian pembelian rumah Studi Putusan
Nomor 344/Pdt.G/2021/PN.Mks?

2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen terhadap perbuatan
melawan hukum pelaku usaha dan jual beli rumah?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tentang
perbuatan melawan hukum pelaku usaha terhadap perjanjian
pembelian rumah Studi Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PN.Mks

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi konsumen
terhadap perbuatan melawan hukum pelaku usaha dan jual beli
rumah

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan wawasan mengenai upaya hukum akibat perbuatan melawan
hukum pelaku usaha terhadap perjanjian pembelian rumah dan

diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran



baru terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang

perjanjian pembelian rumah.

. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam
pengembangan ilmu hukum dan juga masukan Dbagi
penyempurnaan pranata hukum, khususnya dalam lapangan
hukum perjanjian dalam pembelian rumah dan upaya hukum serta
kendala penuntutan upaya hukum akibat perbuatan melawan

hukum pelaku usaha terhadap perjanjian pembelian rumah.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum umumnya dapat diketahui berdasarkan
beberapa pendapat menurut Retnowulan Sutantio, upaya hukum
adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
seseorang untuk suatu hal tertentu melawan putusan hakim.!
Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya untuk
mencegah atau memperbaiki kekeliriuan dalam suatu putusan.
Mencegah atau memperbaiki terjadinya kerugian dikarenakan
debitor yang tidak memenuhi prestasi.? Suatu putusan hakim
tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, tidak menutut
kemungkinan terdapat bersifat nemihak, oleh karena itu demi
kebenaran dan keadilan pada setiap putusan hakim perlu
dikemungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau
kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap
putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya
atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam

suatu putusan.? Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 Butir

1 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1995). Hukum Acara Perdata
dalam teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, him. 143.

2 Sudikno Mertokusumo. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
him. 234,

8 Sudikno Mertokusumo. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi.
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, him 242-243.



12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau

banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

permohonan peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang bagi seseorang maupun

badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim

yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari upaya

hukum itu sendiri adalah:

a. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang
memutus sebelumnya.

b. Mencapai kesatuan dalam peradilan

c. Memberi jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa

peradilan berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.

Adanya upaya hukum merupakan jaminan baik bagi
terdakwa, para pihak dan masyarakat peradilan sesuai menurut
fakta, hukum dan sejauh mungkin seragam. Upaya hukum sendiri
terdiri dari dua, yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua
upaya hukum luar biasa. Aturan mengenai upaya hukum biasa
terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan
banding (beroep) dan pemeriksaan kasasi (cassatie), sedangkan
aturan mengenai upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab

XVIII KUHAP yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi
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kepentingan hukum (cassatie in het belang van de wet) putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Macam Upaya Hukum
Terdapat dua macam upaya hukum dalam teori dan
praktek yaitu, upaya hukum biasa dan luar biasa. Perbedaan yang
antara keduanya adalah bahwa pada asasnya upaya hukum biasa
menanggukan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan
dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar
biasa tidak menanggukan eksekusi.
a. Upaya hukum biasa
Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap
putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang . Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan
menerima putusan upaya hukum biasa bersifat menghentikan
pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa
lalah : perlawanan (verzet), Banding, dan kasasi
1) Pemeriksaan tingkat banding (beroep)
Pengertian upaya hukum banding adalah upaya yang
dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, agar
putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagidalam
peradilan tingkat banding, secara yuridis formal Undang-

Undang memberi upaya kepada pihak yang
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berkepentingan untuk mengajukan permintaan
pemeriksaan putusan peradilan tingkat banding.

2) Pemeriksaan tingkat kasasi (cassatie)
Kasasi merupakan kewenangan pemeriksaan yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan
hukum (putusan yang bertentangan dengan hukum) dalam
perkara yang diputus oleh samua pengadilan tingkat
terakhir selain Mahkamah Agung. Tujuan dari kasasi ialah
untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan
jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan
Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum.*
Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan
kepada terdakwa maupun Kkepada penuntut umum,
tergantung kepada mereka mau mempergunakan hak
untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah
Agung.®

b. Upaya hukum Luar biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu

putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh

kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya

hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa.

4 Andi Hamzah. (2008). Hukum acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, him 298.
5 Yahya Harahap. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi
Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, him. 537.
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Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal

tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan Kembali

(request civil) dan perlawanan (derden verzet) dari pihak

ketiga.

1) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in
het belang van de wet)
Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum
luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari
pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Pasal 259
KUHAP). Tujuan dari kepentingan hukum adalah agar
hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan
dalam peradilan.® Permohonan kasasi demi kepentingan
hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pihak yang
dapat melakukan permohonan adalah jaksa Agung.

2) Pemeriksaan peninjauan Kembali (herziening)
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa
yang diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang
telah  memperoleh kekuatan hukum yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan
bebas atau lepas kecuali putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum (Pasal 263 (1) KUHAP).

6§ HMA. Kuffal, (2008), Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang, him 393.
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Peninjauan Kembali dalam beberapa kasus selain

terpidana jaksa dapat mengajukan peninjauan Kembali.

B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawa Hukum

1. Pengertian perbuatan melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku Il Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata,
dan termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang.
Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata
yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365
KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365
KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami
kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan
ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan
mengatur mengenai onrechtmatige daad, melainkan mengatur
mengenai Syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat

perbuatan melawan hukum.”

7 M.A. Moegni Djojodirdjo. (2010). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya
Paramitha, him.18.
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Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa belanda disebut
dengan onrechmatige daad dan dalam bahasa inggris disebut “tort”.
Kata “tort” berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam
Bahasa perancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata perancis
“wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian “injury”

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan perbuatan
melawan hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tian-
tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari
milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.®

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap
perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:°
a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari

kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang
menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang
mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa
sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan
atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan
biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum,

kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada

8 Munir Fuady I, loc. cit
9 Budi Untung. (2012). Hukum Dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset, him. 45.

10 Munir Fuady. (1999) Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis). Bandung:

Citra Aditya Bakti, him. 4.
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umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut
dapat dimintakan suatu ganti rugi.

d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu
ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan
wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap
kewajiban trust ataupun wanprestasi.

e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi
terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu
perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan
oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual terhadap
kewajiban equity lainnya. aslinya bahasa Belanda “nalatigheid”
(kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati—hati) seperti
ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian,
Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang—orang yang betul—betul
berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang
yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai

akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.!

2. Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata
maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung

unsur-unsur sebagai berikut:

11 Abdul Kadir Muhammad. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti, him. 4.
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Adanya perbuatan

Perbuatan tersebut melawan hukum

Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Adanya kerugian bagi korban

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehatian-hatian

atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan

melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

a.

Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang Bahasa
aslinya “daad” (Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan negatif,
yang dalam bahasanya ’nalatigheid” (kelalaian) atau
“onvoorzigheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal
1366 KUHPerdata, dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdata itu
untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal
1365 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran
dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu
mengganti kerugian.!?

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif,
juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya

tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber

12 |bid.,
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pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus
dilakukan tetapi tidak dilakukan.!3

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu
perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa
dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu
(dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif),
Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur
“‘persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa
yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan
hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan
dalam arti yang lIseluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai
berikut.
1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.
2) Yang melannggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si

pelaku
4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode
zeden), atau

5) Peruatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

13 Achmad Ichsan. (1969). Hukum Perdata. Jakarta: Pembimbing Masa, him. 250.
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c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang
perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-Undang dan
yurisprudensi mesyarakatkan agar pada pelaku haruslah
mengandung unsur kesalahan (schuldelment) dalam
melaksanakan perbuatan tersebut.

Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orang
yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat
dipertanggukan jawabkan. Sedangkan dalam arti objektif adalah
seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
karena berbuat kesalahan,apabila ia bertindak dari pada
seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam
kehidupan bermasyarakat.

Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability)
tidak termasuk tangung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365
KUHPerdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung
jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut
tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan
pada Undang-Undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdata
mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu
perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana
cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap

oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat
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dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi
unsur — unsurnya.yang pertama unsur kesenjangan, yang kedua
Unsur kelalaian, dan yang ketiga yaitu tidak ada pembenar atau
alasan pemaaf.
. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan
syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat
dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya
mengenal kerugian materil, maka kerugian materil, maka kerugian
karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil,
yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang
juga akan dinilai dengan uang.
. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan
kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan
melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat
perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau
kerugiaan itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi
masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan,
sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika

antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas
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(sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap

kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.**

3. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :“Tiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan Pasal 1366
KUHPerdata menyatakan : “ Setiap orang bertanggung jawab
tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya

atau kurang hati-hatinya”.

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas
mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya
perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif=culpa in
commitendo) atau karena tidak berbuat (pasif=culpa in
ommitendo). Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah
pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh
kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten). Orang yang
melakukan  perbuatan melawan  hukum  harus  dapat
dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang

tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

14 Munir Fuady, op.cit., hal 8.
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Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika
kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka
terhadap masingmasing orang yang bertanggung jawab atas
terjadinya  perbuatan  tersebut dapat  dituntut untuk
keseluruhannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi
masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan

hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

a. Tanggung jawab lansung hal ini diatur dalam Pasal 1365
KUHPerdata. Dengan adanya interprestasi yang luas sejak
tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365
KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak
dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, Kini
terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk
membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367
KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung
jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya
saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang
lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada
di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum
perdata dalam hal ini pertanggungjawabannya selain terletak

pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain
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atau kepada negara, tergantung siapa juga dapat dialihkan

pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang

melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung

jawab tersebut disebabkan oleh dua hal:

1)

2)

Perihal pengawasan

Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup
bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung
jawab dan pengawasan orang lain. Adapun orang-orang
yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan
oleh orang lain menurut Pasal 1367 KUHPerdata.
Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi

Sering terjadi suatu pertimbangan tentang dirasakannya
adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang
atas perbuatan orang lain, terletak pada soal
perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang
melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya
tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa
percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan,
karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk
menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang
diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang
mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang

lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.
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C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

1. Pengertian Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001
tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaran perlindungan
konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseroangan atau
badan, baik yang berbuntuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkududukan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,
baik  sendiri maupun bersama-sama  melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan,
korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-

lain. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha.*®

Bentuk pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No0.58 Tahun

2001:

a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan

kegiatan usahanya secara seorang diri.

15 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha.
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b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara
Bersama-sama melakukan kegiatan usaha.badan usaha
dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

1) Badan hukum, adalah badan usaha yang telah
mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta
pendirian yang sudah disahkan oelh Menteri Hukum dan
HAM seperti perseorang Terbatas (PT).

2) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang
mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta
pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum HAM,

seperti firma.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri secepatnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehalibitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh

barang dan jasa yang diperdagangkan.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-

undanganan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK,

adalah:

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.
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Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban

tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang

ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri

para pelaku usaha.®

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan

Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan

produksi, lain:t’

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dalam ketentuan peraturang-undangan.

. Tidak dengan berat isi bersih atau neto.

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan
sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan
barang atau jasa tersebut.

. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.

Tidak mengikuti kesatuan berproduksi secara halal.

. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

16 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, him. 34.

17 astini. (2016). Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex Privatum, 4(6), him.
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Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan

Pasal 9 UUPK adalah larangan dalam menawarkan,

memperomosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar

atau seolah-olah :18

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Barang tersebut telah memnuhi atau memiliki potongan harga,
harga, khusus, standar mutu tertentu.

Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.

Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.

Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau
persetujuan.
Barang atau jasa tersebut tersedia.

Tidak mengandung cacat tersembunyi.
Kelengkapan dari barang tertentu.
Berasal dari daerah tertentu.

Secara lansung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.

10)Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak

berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang

lengkap.

18 |bid.

28



D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual Beli termasuk ke dalam kelompok perjanjian Bernama,
artinya Undang-Undang telah memberikan nama sendiri dan
pengaturan khusus terhadap perjanjian ini. Perjanjian bemama telah
diatur dalam Kitab UndangUdang Hukum Perdata maupun Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. "Menurut Pasal 1457 KUPerdata,
peijanjian jual beli mempakan suatu peijanjian dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan
pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Dalam
bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "sale" saja yang
berarti "penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu
pula dalam bahasa Prancis disebut hanya dengan "vente" yang juga
berarti "penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya

perkataan "kauf” yang berarti "pembelian”.1®

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan peijanjian
konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan
para pihak tersebut mengenai unsur essensialia, naturalia dan
aksidentalia dari perjanjian tersebut. Syarat aksidentalia adaiah
unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab Undang-
Undang tidak mengatur tentang hal itu. Syarat esensialia adaiah

syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada,

19 Ibid.
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maka perjanjian tersebut cacat (tidak sempurna). Artinya tidak
mengikat para pihak.?° Syarat naturalia adaiah syarat yang biasa
dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka

peijanjian tidak akan cacat tapi tetap sah."

2. Syarat Perjanjian Jual Beli

Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya
kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur
esensial dari kontrak tersebut. Walaupun dikatakan bahwa kontrak
tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu
syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak
tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu
syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
BW?2L;
a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Suatu hal tertentu, dan

o

d. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu
dinamakan sebagaimana syarat-syarat subjektif, karena kedua
syarat tertentu mengenai subjeknya atau orang yang mengadakan

kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat mengenai suatu hal

20 Richard Burton Simatupang. (2003). Aspek Hukum Dalam Bisnis, ket. ke-2, Jakarta:
Rineka Cipta, him. 40
211320 KUHPerdata
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tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan sebagai syarat-
syarat objektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai
objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.??

Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak
dipenuhi, perjanjian dalam hal ini bukan batal demi hukum, tetapi
salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian
itu dapat dibatalkan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat
juga selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak
yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib
sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada
kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang
demikian dinamakan voidable (bahasa Inggris) atau vernietigbaar
(Bahasa belanda). la selalu diancam dengan pembatalan
(canceling).

a. Kesepakatan
Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak
untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi
dengan berbagai cara, namun yang paling penting adaiah
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
b. Kecakapan
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk

dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus

22 Richard Burton, Op.cit., him. 28
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sudah dewasa, sehat akal pikiran , dan tidak dilarang oleh
suatu Perundang-undanganan untuk melakukan sesuatu
perbuatan tertentu.??
c. Suatu hal tertentu
Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek terlentu
(een bepaald ondeweep) dalam Pasal 1320 BW syarat 3,
adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang
bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya
pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.
d. Sebab yang halal
Pengertian causa atau sebab (oorzaak)sebagaimana
dimaksud Pasal 1320 BW syarat 4, harus dihubungkan dalam
konteks Pasal 1335 dan 1337 BW. Meskipun Undang-Undang
tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud
dengan sebab atau causa, namun yang dimaksudkan disini
menunjuk pada adanya hubungan tujuan (causa finalis), yaitu
apa yang menjadi tujuan para pihak pada saat penutupan
kontrak.
1. Risiko Perjanjian Jual Beli
Risiko adalah kerugian yang timbul diluar kesalahan salah
pihak baik. Dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul diluar

kesalahan pada pihak yang baik. Dalam perjanjian jual beli

23 Budiman Sinaga, op.cit., him. 16.
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tersebut musnah disebabkan karena terjadinya kebakaran atau

kebanjiran sebelum penyerahan.?* Mengenai risiko dalam jual bel

ini dalam BW ada tiga peraturan, yaitu:

a. Mengenai barang tertentu.

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau
ukuran,dan

c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan
Apabila seseorang membeli barang yang telah ditentukan,
risiko akan ditanggung oleh pembeli sejak saat terjadinya
kesepakatan, walaupun barang tersebut beium diserahkan
kepada pembeli. Ketentuan itu berlaku walau